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P U T U S A N

Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Ba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat,  umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus

Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Atas,  tempat  kediaman  di  Kabupaten/Kota  Tangerang

Provinsi Jawa Barat NIK : 3671014107920026, sekarang

bertempat  tinggal/berdomisili  di  Desa Sirkandi  RT 009

RW 001 Kecamatan Purwareja Klampok , dalam hal ini

memberikan  kuasa  kepada  EKO YULI  PRIHATIN,  SH

dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO,SH.,  Advokat  yang

berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01

RW  XI,  Kecamatan  Purwareja  Klampok,Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

20 September 2022, sebagai Penggugat

Melawan

Nama  Tergugat,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  Buruh,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  Kabupaten  Banjarnegara,  sekarang  tidak

diketahui  alamat maupun tempat tinggalnya di  wilayah

Negara Republik Indonesia., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2022

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Banjarnegara  Nomor

2056/Pdt.G/2022/PA.Ba tanggal  20  September  2022,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa  Penggugat  adalah  istri  Tergugat  yang  telah  melangsungkan

pernikahan pada tanggal 30 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Purwareja  Klampok,

Kabupaten  Banjarnegara  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  No.

378/89/IX/2010, tanggal 30 September 2010;

2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah

orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan

kurang lebih bulan September 2011, kemudian pindah dan tinggal di rumah

orang tua Tergugat di Tangerang sampai dengan kurang lebih akhir tahun

2016, sejak awal tahun 2017 tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat

di  Desa  Sirkandi  RT  009  RW  001  Kecamatan  Purwareja  Klampok

Kabupaten Banjarnegara,Jawa Tengah;

3.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya

suami  isteri  (badad  dukhul)  dan  telah  dikarunia  2  (dua)  orang  anak

perempuan yang diberi nama Nabila Iskandar, Umur 11 Tahun dan Nadhira

Iskandar, umur 2 tahun, sekarang dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

4.Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun-rukun saja,

namun sejak tinggal di rumah orang tua Penggugat tepatnya tahun 2019

antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan

yang terus menerus diakibatkan masalah ekonomi/nafkah yang kurang dari

Tergugat,  karena  Tergugat  tidak  bekerja  sehingga  keutuhan  dan

keharmonisan  rumah  tangga  tidak  pernah  terpenuhi,  namun  Penggugat

tetap berusaha sabar demi keutuhan rumah tangganya dan anaknya yang

masih  kecil,  oleh  karena  itulah  kemudian  Penggugat  bekerja  demi

memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan juga di bantu oleh orang

tua Penggugat. ;

5.Bahwa  puncak  pertengkaran  dan  perselisihan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada kurang lebih  bulan  Januari  2020 dimana Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pergi  tanpa  pamit  meninggalkan  Penggugat  sampai  dengan  gugatan  ini

diajukan sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan tidak

pernah  bisa  dihubungi,  tidak  ada  kabar  beritanya  yang  jelas  hingga

sekarang tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamat maupun tempat

tinggalnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6.Bahwa sejak kepergian Tergugat maka Tergugat telah tidak memberi nafkah

baik  lahir  maupun  batin,  tidak  mempedulikan/menelantarkan  serta

meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (Sembilan)

bulan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

7.Bahwa Penggugat  telah berusaha sabar  dan menanti  siapa tahu Tergugat

pulang  dan  menanyakan  juga  kepada  keluarga  Tergugat  akan  tetapi

kenyataannya sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar

beritanya;

8.Bahwa  atas  sikap  perbuatan  Tergugat  tersebut,  maka  Penggugat  sangat

menderita lahir batin, tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat dan tidak

rela, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sangatlah beralasan sekali

Penggugat mengajukan gugatan cerai ini. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara kiranya berkenan memanggil para

pihak dan memeriksa perkara ini  serta selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

01.Mengabulkan gugatan Penggugat;

02.Menetapkan  jatuhnya  Talak  dari  Tergugat  (Nama  Tergugat)  kepada

Penggugat (Nama Penggugat);

03.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

-A T A U;

Jika Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Hormat kami,;
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Kuasa Hukum Penggugat

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671014107920026 tanggal 23

Mei 2016, Bukti  surat tersebut telah diberi  meterai cukup dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

2.  Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 378/89/IX/2010 tanggal 30

September  2010,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.  Surat  Keterangan/  Pengantar  Nomor  :  474/451/IX/2022  tanggal  05

September  2022  yang  dikeluarkan  oleh  Sekretaris  Desa  Sirkandi,

Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  diberi

tanda P.2;

3. Surat  Keterangan  Pergi  nomor  474/201/IX/2022,  tanggal  03
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September  2022  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Sirkandi,

Kecamatan  Purwareja  Klampok  Kabupaten  Banjarnegara,Jawa

Tengah., lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

 

B. Saksi :  

1. Madkosim  bin  Martakim,  umur  62  tahun,  Agama  Islam,  Pekerjaan

Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT009, RW001, Desa Sirkandi,

Kecamatan  Purwareja  klampok,Kabupaten  Banjarnegara, di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai Tetangga Penggugat;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian tinggal di

rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun terakhir di rumah orang

tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak,

yang saat ini ikut Penggugat;

- Bahwa  Setahu  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  tidak  rukun lagi  karena sering

bertengkar;

- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar sebanyak 4 kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  masalah  ekonomi

kurang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 9

bulan,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  sekarang

tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa  Selama  pergi  Tergugat  tidak  pernah  pulang  ataupun

memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
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namun tidak berhasil bahkan keluarganya juga tidak mengetahui

keberadaan Tergugat;

2. Kastinem  binti  Karsamin,  umur  61  tahun,  Agama  Islam,  Pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  RT009,  RW001,  Desa

Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  tinggal  bersama terakhir  di

rumah saksi;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  dikaruniai  2  (dua)

orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 9

bulan;

- Bahwa Mereka berpisah karena masalah ekonomi kurang;

- Bahwa Tergugat tidak pamit,  Tergugat  pergi  begitu saja bahkan

sekarang stidak diketahui alamatnya yang jelas;

- Bahwa  Selama  pergi,  Penggugat  sudah  berusaha  mencari

keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
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terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah sejak tanggal 30 September 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  telah  melakukan

perkawinan  secara  islami,  maka  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Pasal  49 ayat  (1)  Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang

Nomor 50 Tahun 2009) ; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal wilayah yurisdiksi  Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini

secara  relatif  juga  merupakan  kompetensi  Pengadilan  Agama Banjarnegara

untuk  memeriksanya (vide  Pasal  73  Undang  Undang Nomor  7  Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berupaya  mendamaikan  pihak

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  sebagaimana  dikehendaki

oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  terakhir

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:
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Artinya  :  “  Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat)  tidak hadir sehingga tidak dapat

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1  ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  sengketa  di  bidang

perkawinan,  dan  berdasarkan  Bukti  P-1 Penggugat  berdomisili  di  wilayah

hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal

49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009,  Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk  memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan  Perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P-2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat

formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
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mengikat;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  dalil

gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  dalil

gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  saksi  1  dan  saksi  2,  terbukti  fakta

kejadian sebagai berikut;

1. Antara  Penggugat  dan  Tergugat terus  menerus  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2,9 tahun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara  Penggugat  dan  Tergugat terus  menerus  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2,9 tahun;
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3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f) Peraturan

Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap

Penggugat (Nama Penggugat);

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat  permusyawaratan Majelis  pada hari

Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab

1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin
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dan Drs. Mahli,  S.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri  para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ahadiah

Shofiana,  S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

Drs. Arifin Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ahadiah Shofiana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00,00

2. Proses Rp50.000,00,00

3. Panggilan Rp150.000,00,00

4. Meterai           Rp10.000,00,00  

Jumlah Rp270.000,00,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah rupiah)
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